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MEMUTUSKAN:

NTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEME

e IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
AH KABUPATEN BEKASI.

KEPUTUSAN KEPA
TENTANG PEMBERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUAWAN

adse Madrasan
Memberikan izin operasional qurasah l-{f"pu.lﬂcl' kz;:cti;r;c:af.
sebagaimana tercantum dalam La}mplran yang merupe :
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. -
Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wajib: ) |
a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada l’-\(:'p.gf\.[‘.i
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling _ sedikat
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan i-rurlkmlu:r:
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, da.‘.
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolali/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayvanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasi akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

D.alam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dima<sud dalam
Dl‘kt‘um KEDUA huruf a dinilaj memenuhi standar pelavanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasi! akrédimc-

Seb_aga}imana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak: mendapar
penngkat minimal C, maka izin operasional . - Mmendapat
dalam Diktum KESATU dicabut. sebagaimanz dimaksud

Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan dj Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 810 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUAWANAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

wn

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stancar N

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tent

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan macrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisas:
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

- bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini te'ah

memenuhl  persvaratan  administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementeran Agama
Kabupaten Bekasi Nomor B-1495/Kk.10.16/11/PP.01.1' 03/2019
tanggal 25 Maret 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0045/NDIPM/2019 tanggal © Juli 2019
sehingga lavak diberikan izin operasional:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementenan Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Muawanah Kabupaten Bekasi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

05 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

asional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

%1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan XKedua Atas

Perat_umn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona|
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

ang Wajib Belajar
a Republik Indonesia Tahun 2008
aran Negara Republik Indon=sia Nomor

Pendidikan Dasar (Lembaran Negar

Nomor 90, Tambahan Lemb
4863);

Peraturan Pemerintah N

Pendidikan (Lembaran Ne
9],

omor 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan

gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
; - I
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1864);
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